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B A B  I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Masalah 
Sebagai Akibat dari perkembangan ekonomi dan meningkatnya tingkat kesejahteraan, maka pola konsumsi masyarakat di Indonesia pun mengalami perubahan. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dalam mengkonsumsi barang, masyarakat yang telah maju dengan berbagai fasilitas tersebut, lebih mengutamakan produk dengan merek–merek asing demi untuk meningkatkan prestise di lingkungan sekitarnya. Melihat kenyataan  seperti ini, dimana adanya kecenderungan lebih memilih barang dengan merek-merek luar negeri di banding barang dengan merek lokal, maka seperti di temui dalam banyak yurisprudensi, pengusaha Indonesia banyak yang kemudian melakukan pemalsuan merek-merek terkenal demi untuk mengeruk keuntungan pribadi. 

 Mereka membuat produk sendiri lalu memberi merek luar negeri yang sudah terkenal. Perkembangan peniruan dan pembajakan merek-merek asing di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi yang menganut sistem ekonomi terbuka. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan bila terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini merek memegang peranan yang sangat penting dan memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.
Pujangga Inggris Shakespeare pernah mengungkapkan "Apalah artinya sebuah nama? Kita tidak akan keliru dan akan tetap mengenal harumnya mawar sekalipun dia disebut dengan nama lain." Pendapat Shakespeare itu tentu lain jawabannya bila ditanyakan kepada pengusaha. Nama bagi seorang pengusaha tidak hanya sekadar identitas yang melekat pada dirinya, tapi sudah berubah menjadi merek (brand), bisa merek dagang atau merek jasa dalam perdagangan global. Georgio Armani, misalnya, tidak hanya sebagai nama bagi dirinya, tapi juga sudah menjadi merek (brand) untuk produk fashion. Dengan menyebut nama Georgio Armani konsumen dapat langsung membedakan dan mengetahui asal dan kualitas suatu produk. 

Hawthorne Enterprises Limited, perusahaan berbasis di Cayman Island, tampaknya terusik dengan merek Blue Star Exchange, yang didaftarkan oleh orang Indonesia. Perusahaan asing, yang juga berafilisasi dengan Giordano Limited, Hong Kong, merasa merk dagang Blue Starexchange yang sudah dibangun bertahun-tahun dengan biaya promosi dan investasi sangat besar di berbagai negara, persis sama dengan merek yang didaftarkan oleh Handy Butun, seorang pengusaha di Indonesia. Hawthorne menilai merek dagangnya telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan cara membonceng ketenarannya. Tentu saja perusahaan itu merasa dirugikan. 

Kasus perselisihan kepemilikan merek dagang antara perusahaan asing dan lokal bukanlah yang pertama, bahkan sudah sangat sering orang asing harus berjuang di pengadilan hingga tahunan untuk mendapatkan pengakuan sebuah merek dagangnya yang dibajak di Indonesia. Hampir semua pemilik merek dagang terkenal di dunia seperti Cartier, Prada, Louis Vution, Calvin Klein, Atienne Aigner, Christian Dior dan sejumlah merek terkenal lainnya pernah berurusan dengan pengadilan Indonesia karena merek dagang mereka dibajak oleh orang -orang yang tidak berhak. 
Memang pembajakan merek dagang bukan monopoli Indonesia saja, tapi juga terjadi di banyak negara. Bahkan di negara maju sekalipun masih ditemukan penjiplakan atau pendomplengan terhadap merek terkenal. Namun perkara Hawthorne ini semakin memperpanjang deretan kasus-kasus pembajakan merek dagang di Indonesia, sehingga citra Indonesia sebagai salah satu negara yang kurang memberikan perlindungan hukum bagi hak atas kekayaan intelektual (HaKI) makin buruk di mata dunia internasional. 

Hawthorne, begitu juga perusahaan lain yang menghadapi masalah dengan mereknya, telah mengambil langkah-langkah hukum dengan cara menggugat pembatalan merek tersebut ke Pengadilan Niaga Jakarta. Kasus tersebut telah bergulir, saat ini dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Niaga Jakarta dengan tergugat Handy Butun. Tidak jelas apakah tergugat adalah seorang pengusaha yang memasarkan produk dengan menggunakan merek Blue Starexchange atau cuma sekadar mendaftarkan merek untuk mendapatkan perlindungan hukum. 

Satu hal yang pasti, merek Blue Starexchange juga terdaftar atas nama Handy Butun pada 10 Desember 2001 melalui No. 524424 untuk kelas 25. Kelas barang 25 mencakup segala macam barang konveksi yaitu pakaian pria/wanita dan anak-anak, baju sport, celana sport, celana dalam, celana jins, T-shirt, gaun daster dan lain-lain. 

Dengan brand yang sudah terkenal, pengusaha akan menikmati keuntungan. Merek saat ini juga merupakan alat yang jitu strategi pemasaran global. Namun, apa jadinya, bila merek dagang atau merek jasa yang sudah terkenal itu dibajak atau dibonceng ketenarannya oleh pihak lain untuk mencari keuntungan dengan cara tidak fair? 

Menurut Ludiyanto, kuasa hukum Hawthorne, tergugat memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek dagang tersebut. karena dia membonceng ketenaran merek Blue Starexchange milik kliennya. Memang belum jelas apakah tergugat menggunakan imajinasinya sendiri, atau memiliki itikad tidak baik membonceng ketenaran ketika menciptakan merek Blue Star Exchange yang memiliki persamaan dengan merek milik Hawthorne. Hanya Handy Butunlah yang tahu. 

Tapi, jika sebuah merek dagang sudah terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, pemiliknya memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan menggunakannya di seluruh wilayah Indonesia. Lalu bagaimana dengan Hawthorne? Sistem hukum merek Indonesia menganut first to file. Artinya, siapa yang lebih dahulu mendaftarkan merek dagang, dialah yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. 

Menurut Ludiyanto, Hawthorne sebenarnya lebih berhak atas merek dagang tersebut, karena perusahaan itulah yang mendaftarkan untuk pertamakalinya Blue Starexchange di Indonesia. Perusahaan asing itu, ujarnya, telah lebih dahulu mendaftarkan Blue Starexchange di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Hawthorne konon mendaftarkan merek itu pada 25 April 2001 melalui registrasi No. 501166 pada 25 April 2001 untuk kelas 18. 

Kelas barang 18 mencakup antara lain benda-benda yang terbuat dari kulit atau imitasi, tas, kopor, dompet, dan lain-lain. Perusahaan dari Cayman Island itu juga mendaftarkan merek yang sama untuk barang kelas 35 seperti jasa eceran untuk pakaian, alas kaki, jasa pemesanan melalui internet, jasa bisnis manajemen dan lain-lain. Sedangkan untuk barang kelas 25 didaftarkan untuk barang pakaian, alas kaki dan penutup kepala. Sampai di sini tidak ada masalah. Tapi, baru muncul perkara setelah Hawthorne melakukan penelusuran dan pengecekan ternyata merek yang sama juga terdaftar atas nama Handy Butun, yang mendaftarkan merek Blue Star Exchange pada 10 Desember 2001 untuk barang kelas 25. 

Dari segi pengucapan memang ada persamaan bunyinya antara merek yang didaftarkan oleh Hawthorne dan Handy Butun. Namun, ada perbedaaan dari segi susunan katanya. Hawthorne menggunakan merek Blue Starexchange (dua suku kata), sedangkan Handy Butun Blue Star Exchange (tiga suku kata). 

Menurut Ludiyanto, kata/kalimat Blue Star Exchange milik Handy Butun bukanlah kata yang lazim digunakan dalam pergaulan/percakapan bahasa Indonesia, sehingga tidak rasional apabila kemudian tergugat, yang notabene seorang warga negara Indonesia, mengklaim merek Blue Star Exchange sebagai hasil imajinasinya. Merek tergugat itu, tambahnya, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat baik dari segi pengucapannya maupun susunan dan karakter kata. "Blue Star Exchange milik Handy Butun merupakan penjiplakan/peniruan dari peniruan merek Blue Starexchange milik Hawthorne," katanya. 

Selain di Indonesia, Hawthorne juga telah mendapatkan perlindungan hukum atas merek dagang tersebut di banyak negara antara lain Brunei Darussalam, China, Jerman, Hong Kong, Korsel, Makau, Saudi Arabia, Taiwan, Thailand dan Uni Emirat Arab. 

Bagi pemilik merek dagang atau merek jasa terkenal, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pembajakan atau membonceng ketenaran merek orang merupakan perbuatan melawan hukum. Untuk itu tidaklah heran, banyak pengusaha terkenal dari luar negeri berusaha mati-matian mempertahankan merek dagang mereka dengan cara mengajukan gugatan melalui pengadilan kepada pembajak merek. 

Sebut saja contoh kasus Reemstma, yang menggambarkan bagaimana perjuangan seorang pengusaha asing untuk mendapatkan merek dagangnya, yang dibajak oleh pengusaha Indonesia. Sekitar dua tahun lalu, Reemtsma menandatangani perjanjian kerja sama dengan salah satu produsen rokok ternama di dalam negeri. Tujuannya untuk berbisnis rokok. Kala itu perusahaan asal Jerman tersebut sudah mengalokasikan sejumlah dana untuk memproduksi rokok dengan menggunakan merek dagang Davidoff di Indonesia. 

Pertimbangan Reemtsma-pemegang lisensi merek Davidoff-untuk melakukan ekspansi ke dalam negeri adalah melihat potensi pasar dan sumber bahan baku. Bahkan mereka sudah merencanakan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar Asia. Merek dagang Davidoff itu ternyata sudah terdaftar atas nama NV Sumatra Tobacco Trading Company, yang juga bergerak di industri rokok di Pematang Siantar, Sumatra Utara (Sumut). Perusahaan rokok yang berbasis di Sumut itu telah lama mendaftarkan merek dagang tersebut dan sudah diperpanjang. Merek itu terdaftar untuk jenis barang rokok yang telah dan masih diperdagangkan di dalam negeri. 

Hingga kini tidak jelas bagaimana nasib perjanjian kerja sama Reemtsma dengan produsen rokok nasional itu. Yang jelas, dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta beberapa waktu lalu, tidak memungkinkan bagi Reemtsma untuk memproduksi rokok menggunakan merek Davidoff, kecuali jika pengadilan di tingkat lebih tinggi bisa memenangkan perusahaan dari Swiss itu. Di tingkat Peninjauan Kembali ternyata kasus itu akhirnya dimenangkan oleh pemilik aslinya. 

Lamanya perjuangan perusahaan dari Swiss untuk mendapatkan kembali merek dagangnya itu mencerminkan betapa mereka tidak mau kehilangan mereknya. Pengusaha asing akan menempuh proses hukum atas pelanggaran mereknya yang dilakukan oleh orang Indonesia. Bukan saja masalah mendapatkan kembali haknya, melainkan juga menyangkut strategi perusahaan dalam mengembangkan pasar ke Indonesia. 

Kasus tersebut mencerminkan merek dagang tidak lagi hanya sebagai daya pembeda dalam kegiatan perdagangan dan jasa, tapi sudah menjadi faktor penentu kelangsungan suatu bisnis dan persaingan di pasar global. Dalam hukum merek dikenal dua sistem hukum. Pertama, first to file. Kedua, first to use. Pada sistem first to use, pendaftaran merek yang pertama kali belum tentu bisa dianggap miliknya karena bila ada gugatan atau bantahan dan orang bisa membuktikan bahwa dialah pemakai pertama, orang yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut bisa digugurkan. 

Kedua sistem hukum merek tersebut sama bagusnya dan sama-sama memiliki kelemahan sesuai dengan situasi dan kondisi negara masing-masing. Indonesia memilih sistem first to file dengan pertimbangan tertentu, sedangkan negara lain seperti AS memilih first to use karena memiliki pertimbangan yang menguntungkannya. Dengan sistem first to file sebenarnya membuka peluang timbulnya pembajakan merek dagang asing, yang berujung pada perkara di pengadilan. Misalnya, suatu perusahaan yang sudah memiliki merek dan terkenal di Swedia, tapi dia belum mendaftarkannya di Indonesia, orang atau badan hukum bisa mendaftarkan merek tersebut lebih dahulu ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. 

Jika suatu ketika nanti perusahaan dari Swedia tersebut ingin memasuki dan melakukan ekspansi pasar ke Indonesia, perusahaan tersebut sudah pasti akan terganjal karena merek dagangnya sudah terdaftar atas nama pihak lain yang sebenarnya bukan berhak untuk itu. Perusahan dari Swedia tersebut, sesuai dengan UU No.15/2001 tentang Merek, memang bisa mengajukan gugatan pembatalan dan penghapusan merek melalui pengadilan. Namun, siapa yang lebih berhak atas merek itu tergantung kepada hakim yang menyidangkan perkara itu. Kalau kasus tersebut sudah masuk pengadilan, tidak saja banyak uang yang harus dikeluarkan (untuk membayar pengacara), tapi juga waktu yang dihabiskan untuk berperkara sangat lama. UU Merek (UU No.15/2001) sudah berusaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang dan merek jasa di dalam negeri. Namun, hingga kini masih banyak muncul kasus-kasus yang melibatkan merek terkenal di dunia.
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang prmasalahan diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas merek terkenal yang ada di   Indonesia?

b. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terkenal?

3. Penjelasan Judul

Pentingnya hak atas merek tidak hanya perbedaan barang atau jasa sejenis saja, tetapi juga berfungsi sebagai asset yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek–merek terkenal. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Merek terhadap pemalsuan dan atau peniruan barang dan atau jasa yang ada di Indonesia.

Merek dagang atau merek jasa dalam dunia perdagangan global kini tidak hanya sebagai pembeda antara produk yang satu dan produk lainnya. Tapi bagi pengusaha, merek itu sudah merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Untuk membangun image sebuah merek dagang atau merek jasa bukanlah hal mudah, tapi butuh waktu lama. Banyak proses yang harus dilalui seperti menjaga stabilitas kualitas produksi dan modal besar untuk beriklan guna menciptakannya menjadi suatu brand yang terkenal di dunia. 

4. Alasan Penulisan Judul

Dengan banyak nya peniruan dan pemalsuan atas merek-merek terkenal dan untuk melindungi merek dari incaranpara pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut maka di perlukan nya suatu sistimsuatu sistim dan konsep yang baik untuk melindungi dari tindakan pemalsuan dan perbuatan curang lai nya yang tidak saja merugikan pemilik merek yang bersangkutan tetapi juga negara.

5. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan sebagai persyaratan tugas akhir dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya.

1. Tujuan yang penulis kemukakan pada penulisan ini adalah tetang perlindungan terhadap merek-merek terkenal yang oleh orang orang tidak bertanggung jawab gunakan untuk memakai atau memalsu barang dan jasa

2. Terhadap merek terkanal tersebut dan tindakan-tindakan yang perlu di lakukan terhadap pemalsuan merek, dan juga pada pemilik merek yang di manamerek nya di gunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan nya.

6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan informasi awal guna mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap hak atas merek terkenal berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2002 dan untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya bidang merek .

b. Manfaat Praktis

Bahwa hasil yang di capai dalam penelitian ini dapat di jadikan bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan hukum merek dan bagi merek-merek yang berminat memperluas wawasan dalam pengetahuan hukum merek.
7. Metode Penelitian 

a. Tipe penelitian 

Tipe penelitian yang di lakukan adalah Penelitian Hukum Normatif melalui study pustaka (library  research) mempelajari diktat-diktat, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti dalam hal ini faktor-faktor yang menghambat maslah dalam upaya perkindungan hukum terhadaphak atas merek terkenal.

b. Masalah Pendekatan 


Dalam penulisan sekripsi ini, metode penelitian hukum yang di gunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang hanya menelaah data skunder atau penelitian study pustaka. Penelitian ini menggunakan secara yuridis yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta buku-buku, diktat,hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.
c. Dasar Hukum  
a. Bahan hukum primer berupa Undang- undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2002 

b. Bahan hukum sekunder berupa literatur, diktat dan bahan-bahan perkuliahan.

c. Bahan Hukum tersier berupa kamus Hukum.  

d. Langkah-Langkah Penelitian 
1. data yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data skunder yang diperoleh dari study pustaka yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, literatu, bahan-bahan kuliah serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan materi penulisan dalam hal ini pelaksanaan upaya perlindungan hukum terhadap hak atas merek terkenal. Data sekunder meliputi :

2. Sumber data

Sumber data yang di gunakan dalam proses pengolahan data ini, saya mencoba mengkaji data sekunder, kemudian poin-poin yang penting yang berkaitan dengan permasalahanyang di bahas. Pengolahan data sangat di perlukan untuk memudahkanmenganalisis data. Proses pengolahan data.

3. Proses pengolahan data

Proses yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara-cara sebagai berikut:

Setelah membaca dan mempelajari literatur, diktat, dan bahan-bahan perkuliahan dan materi perundang-undangan yang terkaitdengan materi penelitian, saya memperoleh data selanjutnya data tersebut dipelajari dan dipahami yang berkaitan dengan materi penelitian, saya memperoleh data selanjutnya data tersebut dipelajari dan dipahami yang berkaitan dengan materi yang dibahas, kemudian dilakukan dengan pengklasifikasian atau penggolongan data sekunder yang diperoleh.

4. Proses pengumpulan data 
Berdasarkan dengan data yang telah berhasil dikumpulkan seperti tersebut diatas, selanjunya dipilih materi-materi yang sesui dan mendukung dengan permasalahan yang dibahas .Dalam penulisan untuk kemudian dituangkan kedalam pola penyusunan sekripsi yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan dengan beberapa realita yang terjadi dalam upaya perlindungan hukum terhadaphak atas merek terkenal.

5. Analisa data 

Setelah data yang terkumpul dikelompok-kelompokkan atau dipilah-pilah, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penulisan hasil penelitian adalah analisis data yangbersifat kualitatif dengan menggunakan logika deduktif yaitu berfikir pada hal-hal yang umum kemudian ditarik kehal-hal yang khusus. Sedang pengertian analisis data yang bersifat kualitatif adalah merupakan analisis yang tidak menggunakan data startistik, uji statistik.

8. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan proposal ini telah disusun dan dengan demikian sistematika pembahasannya sebagai berikut :       

	Bab I
	:
	Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah,  penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat pemilihan judul dan sistematika pembahasan,

	Bab II
	:
	Tinjauan pustaka, menguraikan tentang perlindungan hak terhadap merek terkenal, penegakkan perlindungan hak merek terkenal, pengaturan dan fungsi merek di Indonesia.

	Bab III
	:
	Pembahasan ,membahas tetang upaya hukum atas pelanggaran merek terkenal.

	Bab IV
	:
	Berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan serta beberapa saran.


B A B   II

PENGATURAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA
Pengertian Merek

Sebagai Akibat dari perkembangan ekonomi dan meningkatnya tingkat kesejahteraan, maka pola konsumsi masyarakat di Indonesia pun mengalami perubahan. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Dalam mengkonsumsi barang, masyarakat yang telah maju dengan berbagai fasilitas tersebut, lebih mengutamakan produk dengan merek–merek asing demi untuk meningkatkan prestise di lingkungan sekitarnya. Melihat kenyataan  seperti ini, dimana adanya kecenderungan lebih memilih barang dengan merek-merek luar negeri di banding barang dengan merek lokal, maka seperti di temui dalam banyak yurisprudensi, pengusaha Indonesia banyak yang kemudian melakukan pemalsuan merek-merek terkenal demi untuk mengeruk keuntungan pribadi. 

Mereka membuat produk sendiri lalu memberi merek luar negeri yang sudah terkenal. Perkembangan peniruan dan pembajakan merek-merek asing di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi yang menganut sistem ekonomi terbuka.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan bila terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini merek memegang peranan yang sangat penting dan memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.

Penciptaan terminologi merek terkenal adalah untuk membedakan antara merek terkenal dengan merek yang belum terkenal. Terminologi ini mulai dikenal dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor MO2 – HC. 01 tahun 1987 tentang Permohonan Pendaftaran Merek Yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain. Keputusan tersebut sebagai penjabaran lebih lanjut dari UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan yang menganut sistem pendaftaran pemakai pertama (first to file principle). Keputusan tersebut menyatakan bahwa Direktorat Paten Dan Hak Cipta Departemen Kehakiman harus menolak permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh orang dan/atau badan hukum yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal orang lain, harus ditolak untuk didaftar dalam daftar umum merek untuk barang sejenis, akan tetapi dalam keputusan Menteri tersebut terdapat kekurangan mengenai apa yang dimaksud dengan Merek Terkenal. Kemudian keputusan Menteri Kehakiman tersebut diatas direvisi dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 03 – HC. 0201 tahun 1991.

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Merek dikatakan bahwa kantor merek harus menolak permohonan merek atau merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain atau badan lain. Berlaku bagi barang yang sejenis dan yang tidak sejenis. Keputusan Menteri Kehakiman ini jangkauannya lebih luas yaitu meliputi merek-merek yang terkenal tadi untuk semua kelas barang atau jasa sekalipun merek-merek yang terkenal tadi untuk semua kelas barang atau jasa sekalipun merek tersebut hanya didaftarkan dalam satu kelas saja. Sehingga apabila ada orang atau badan hukum yang lain, maka Direktorat Paten Dan Hak Cipta Departemen Kehakiman Republik Indonesia harus menolaknya.  Merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seorang/ badan untuk jenis barang tertentu. 

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b maka penentuan terkenal tidaknya suatu merek dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara juga. Dengan demikian suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal apabila ketentuan-ketentuan diatas dipenuhi  namun apabila hal-hal diatas dianggap belum cukup Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey untuk memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek.

Dari beberapa perundang-undangan mengenai merek yang pernah berlaku, maka criteria sebagaimana di maksud dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b lebih lengkap dan merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya.

Hak atas merek sebagai salah satu hak atas kekayaan intelektual, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas UU No. 16 Tahun 1997. Masalah hak atas kekayaan intelektual semakin diperhatikan di Indonesia dengan telah bergabungnya Indonesia dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Merek yang dimaksud adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf -huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 

Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (capable distinguishing). Maksudnya tanda yang dipakai (sign) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau "individualsering" ada barang atau jasa yang bersangkutan.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 disebutkan bahwa

 " Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa".

Dalam Undang-undang ini dikenal adanya Merek dagang, Merek Jasa dan Merek kolektif. Lingkup perdagangan merek dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 cukup luas, sesual dengan konsepsi modem tentang Merek yang diatur dalam Trade Related lntelectual Rights.

a)
Merek dagang

Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

b)
Merek jasa

Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

c)
Merek kolektif

Merek yang di gunakan barang dan/ atau Jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

 Merek memegang peranan penting di dalam lalu lintas perdagangan, terutama di dalam sistem perekonomian yang menganut persangan bebas. Tanpa dipergunakan merek, persaingan yang wajar tidak akan dapat berlangsung, karena konsumen tidak dapat membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lain dan sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk memilih barang yang disukainya.

Sehubungan dengan peran yang penting di dalam dunia perdagan, suatu merek menjalankan beberapa fungsi sekaligus baik dalam hubungan pemilik merek itu sendiri maupun dengan para konsumen pada umumnya.

Adapun fungsi mereka yang dimaksud ialah : 

1)
Fungsi Memadai dan Memperbedakan

Suatu merek memberikan identitas atau kepribadian pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai merek tersebut, dan sekaligus juga membedakan barang atau jasa tersebut dari barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan oleh lain-lain produsen, pedagang dan pengusaha bidang jasa. Dengan adanya merek pada barang dan/ atau jasa, para konsumen dapat membeddkaa dan melakukan pilihan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Dalam kaitan ini merek berfungsi sebagai jembatan perantara atas jarak yang timbul diantara produsen dengan konsumen sebagai akibat bertambahnya pedagang perantara yang harus diialui oleh barang atau jasa tersebut.

2)
Fungsi Jaminan Mutu.

Merek dari barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, lambat laun akan membentuk kesan di dalam ingatan konsumen yang bersangkutan bahwa merek yang dipergunakan.tersebut merupakan lambang dari mutu barang. Fungsi jaminan mutu dari pada suatu merek ini, dalam prakteknya tarnpak lebih menonjol apabila dibandingkan dengan fungsinya sebagai tanda pengenal barang atau jasa. Pada umumnya konsumen kurang begitu memperhatikan tentang asal atau sumber dari barang-barang yang hendak dibelinya, tetapi lebih memperhatikan atau mementingkan mutu dari barang atau jasa tersebut. Mereka pada umumnya tidak tdhu siapa penghasil barang-barang lebih tertuju pada merek itu. Yang bagi mereka merupakan alat untuk menandai. barang atau jasa yang mutunya sesuai dengan selera mereka.

3)
Fungsi Daya Tarik dan iklan

Merek berfungsi pula sebagai pemberi daya tarik pada barang atau jasa dan sekaligus juga merupakan iklan bagi barang atau jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Daya tarik dan suatu merek sangat penting untuk menarik perhatian pembeli, dan dalam hal ini kesan pertama sangat mempengaruhi penentuan sikap dari para pembeli. Daya tarik dapat dibuat melalui kemasan atau bungkus dari barang-barang tersebut yang tujuannya adalah agar mudah diingat oleh konsumen.

Merek Terkenal
 Penentuan suatu merek sebagai merek terkenal, tidaklah hanya terkenal di manca negara yang dimiliki oleh pihak asing saja tetapi juga merek-merek lokal yang dimiliki oleh para pengusaha nasional yang dianggap terkenal untuk kalangan tertentu, atau masyarakat pada umumnya. Ukuran terkenal tidaknya suatu merek, selain mendasarkan pada pasal 6 bis Konvensi Paris, juga di dasarkan pada Undang-Undang merek yang berlaku atau didasarkan pula pada interpretasi hakim yang mengadili kasus tersebut.

Untuk suatu merek, rasanya akan sulit menentukan termasuk tingkatan manakah suatu merek tertentu dikelompokkan sebagai merek terkenal. Hal ini akan sangat bergantung pada produk yang dihasilkan dan digunakan pada umumnya oleh konsumen, atau produk dengan merek tertentu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari  konsumen. Itu sebabnya pendekatan yang yang dilakukan untuk menentukan suatu merek terkenal didasarkan pada pasal 6 bis Konvensi Paris dan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Merek.

Kriteria suatu merek itu terkenal dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang No 15 tahun 2001 Tentang Merek, hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan Undang-Undang merek tersebut, atau dalam prakteknya, untuk membuktikan suatu merek itu terkenal, sering diikuti dengan adanya promosi yang cukup sering dan digunakan secara efektif. Bahkan kadang-kadang di ikuti dengan persyaratan bahwa merek itu telah didaftar di berbagai negara, misalnya minimal 3 negara.

Cara lain juga biasa dilakukan adalah didasarkan pada kepentingan subjektif suatu negara dengan mengirimkan data merek yang dimiliki oleh badan hukum yang terdapat dalam negara tersebut kepada kantor merek Indonesia. Kemudian oleh kantor merek, informasi tentang merek-merek itu di catat dalam “Daftar Umum Merek Terkenal” tanpa melalui pengecekan atau pemeriksaan yang teliti, walaupun mungkin merek itu sama sekali tidak dikenal atau digunakan di Indonesia oleh perusahaan tersebut.
Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Badan Hukum Lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan merek terkenal dalam Keputusan ini adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Sehingga adapun kreteria/unsure-unsur yang memenuhi dari merek terkenal adalah:

a. Merek tersebut adalah merek dagang;

b. Dikenal secara umum oleh masyarakat;

c. Dipakai dalam barang perdagangan;

d. Oleh seseorang atau badan hokum;

e. Diwilayah Indonesia dan manca Negara.
Pendaftaran Merek
 Untuk membuat suatu merek agar nantinya dapat dipergunakan sesuai keguanaannya, maka yang perlu diperhatikan pertama-tama adalah apakah merek yang dibuat itu dapat didaftarkan atau tidak. Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Ketentuan ini diatur pada pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Selain itu sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Merek, yang mengatur tentang merek yang tidak dapat di daftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:

a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

b) tidak memiliki daya pembeda;

c) telah menjadi milik umum; atau

d) merupakan keterangan atau keterkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Ketentuan ini dianggap sebagai syarat absolut, yang tidak memungkinkan suatu merek didaftarkan, karena bersifat universal dan alasannya bersifat objektif yang harus diketahui dan dimengerti oleh setiap pemeriksa merek, dan atau karena ketentuan itu selalu tercantum dalam setiap perundang-undangan merek dibanyak negara, walau diatur dalam bahasa yang berbeda. Permohonan pendaftatan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut apabila :

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
Adapun syarat dan tata cara permohonan merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomo 15 tahun 2001 adalah Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan: 
a. tanggal, bulan, dan tahun;
b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; 
c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; 
d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna; 
e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. 
Selanjutnya permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya. Pemohon sebagaimana dimaksud dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. Permohonan pendaftaran merek dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. Dalam hal Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut. Kuasa sebagaimana dimaksud adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
Permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia. Pemohon sebagaimana dimaksud wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.
Pemalsuan merek di Indonesia banyak ragamnya, misalnya mempunyai puluhan merek yang terdaftar atas namanya dalam Daftar Umum Merek pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, akan tetapi mereka tidak memproduksi barang dengan merek tersebut, tetapi hanya mendaftarkan merek tersebut. 

Salah satu perkara yang menjadi Landmark Decisions bagi yurisprudensi Indonesia adalah adalah kasus merek Gucci dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3485 K/Pdt/1992 antara Guccio Gucci melawan AT. Soetedjo Hadinyoto. Pada saat itu menurut Undang-Undang Merek No 21 tahun 1961, siapa yang mendaftarkan pertama kali suatu merek, dialah pemilik merek tersebut. Hanya saja pada kasus tersebut proses pendaftaran merek, oleh pihak Direktorat merek tidak  terlebih dahulu meneliti apakah pendaftar merek itu merupakan pemilik sah atas merek bersangkutan. 

Sistem pendaftaran semacam ini dikenal sebagai sistem yang pasif, dimana siapa saja dapat melakukan pendaftaran merek, tetapi tidak secara otomatis menciptakan sesuatu hak atas merek tersebut.

Fungsi pendaftaran merek adalah untuk memudahkan pembuktian tentang siapa yang merupakan pemakai pertama dari suatu merek. Sebagai pihak yang pertama kali mendaftarkan merek, ternyata belum terjamin kelangsungan hak-hak seseorang atas merek yang bersangkutan. Pendaftaran itu dapat saja menunjukkan bahwa ialah yang terbukti terlebih dahulu menggunakan merek itu. Sistem pendaftaran semacam ini dikenal dengan sistem pasif-deklaratif-negatif.

Pendaftaran merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara. Di dalamya memuat substansi yang essensial berkenaan dengan proses pendaftaran itu, yaitu adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, penerimaan dan pengumuman. Ketiga tahap itu dapat mempengaruhi sikap pihak ketiga atas terdaftarnya suatu merek, sehingga terbuka kemungkinan untuk diadakannya pembatalan pendaftaran suatu merek. Sejauh mana perlindungan hukum atas merek dapat tercermin dari cara bagaimana pendaftaran merek itu membawa implikasi terhadap pengakuan dan pembatalannya.

Wujud perlindungan lainnya dari negara terhadap pendaftaran adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Merek pasal 4 bahwa ‘merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik’.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pemerintah Republik Indonesia telah beberapa kali  merubah Undang-Undang merek, mulai dari Undang-Undang No. 21 tahun 1961, yang diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pengawasan atas perlindungan hak merek di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Merek Dierektorat Jederal Hak Atas Kekakayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pengawasan ini perlu terus dilakukan secara seksama dengan tetap memperhatikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya yang semakin komplek, termasuk bidang produksi barang dan jasa. Dalam pelaksanaan produksi tersebut ada kalanya terdapat hubungan hukum yang menimbulkan benturan kepentingan antara beberapa pihak terkait sehingga mengakibatkan suatu sengketa.

Dari berbagai kasus di bidang merek, yang sering mengemuka adalah pemakaian merek yang lebih dahulu punya nama atas suatu produksi barang dan jasa secara sah. Kecurangan tersebut dilakukan dengan cara menjiplak barang-barang merek terkenal, baik untuk barang sejenis maupun untuk barang yang berlainan jenis, yakni hanya dengan memakai merek saja. Melalui pemakaian merek terkenal ini seakan-akan pihak yang melakukan kecurangan telah membonceng nama baik produsen lain sebagai pemegang merek terkenal.

Wujud kecurangan ini bukan hanya penjiplakan label barang produk luar negeri, melainkan juga menggunakan merek terkenal. Di pasaran sering di temui barang yang meniru dan menyerupai merek terkenal yang dapat menimbulkan kekeliruan bagi masyarakat tentang kebenaran barang yang di belinya tersebut. Akibat dari tindakan ini menimbulkan kerugian baik bagi pemilik merek sesungguhnya, maupun bagi konsumen karena telah tertipu atas kualitas barang yang telah dibelinya tersebut.

Dalam konstruksi hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (on rechmatige daad), yang oleh yurisprudensi di Indonesia diartikan secara luas, yaitu setiap perbuatan yang dipandang sebagai tidak patut, tidak wajar, atau tidak putus dalam pergaulan masyarakat. Sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dapat dituntut tanggung jawab yang di realisasikan berupa penggantian kerugian di hadapan pengadilan dan perintah untuk menghentikan pemakaian merek yang dipandang melanggar hukum.

 

2.4. Merek Di Indonesia Dikaitkan Dengan Konvensi Paris
 Prinsip penting yang dijadikan  sebagai pedoman berkenaan dengan proses pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik atau good faith dari pendaftar. Dengan prinsip ini hanya pendaftar yang beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa direktorat merek Depkeh RI juga berkewajiban  secara aktif untuk menolak suatu pendaftran merek bilamana secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang telah terlebih dahulu didaftarkan dengan itikad baik.

Dengan demikian unsur formalitas tenggang waktu pendaftaran dalam penerapannya harus memperhatikan pula motivasi dan situasi dari pihak yang mengajukan pendaftaran dengan pertimbangan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut antara lain good faith, reciprocity dan right priority.

Di berlakukanya prinsip-prinsip hukum tersebut berarti pihak Indonesia secara konsekuen  telah menerapkan kerangka hukum yang termuat dalam Uni Paris Convention, London Convention, dan Stockholm Act 1967, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Indonesia No. 24 tahun 1979. Untuk  itulah badan peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa bidang merek, baik yang berskala nasional maupun yang berskala internasional harus secara tepat menerapkan patokan – patokan dari prinsip-prinsip hukum tersebut.

Hal ini terbukti dari putusan Mahkamah Agung RI No. 3485K/Pdt/1992 dalam perkara GUCCI, dimana Mahkamah Agung RI secara tegas menerapkan pasal 6 bis ayat 3 Konvensi Paris, yang mengatur bahwa tuntutan pembatalan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik , tidak terikat tenggang waktu. Pertimbangan hukum ini selanjutnya ditindak lanjuti secara nyata oleh pemerintah dala rangka  melengkapi pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 03-HC.0201 Tahun 1991, yang menegaskan bahwa permohonan pendaftran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, ditolak untuk didaftar dalam daftar umum.

Salah satu inovasi baru dari isi keputusan menteri tersebut adalah semakin di pertegas bahwa melalui pendaftaran akan menciptakan suatu hak atas merek yang bersangkutan, sedangkan pihak lain tidak dibenarkan untuk mempergunakannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari orang lain yang tidak berhak atas penggunaan merek dari luar negeri yakni dengan jalan tidak menerima pendaftaran yang dilakukan oleh pihak-pihak di Indonesia terhadap merek yang sudah terkenal di luar negeri. Pada keadaan tertentu adakalanya pemilik mereknya sendiri lalai atau belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, dengan resiko mereknya telah didaftar oleh pihak lain untuk produksinya sendiri.

Pasal 6 bis ayat 3 Konvensi Uni Paris memuat perlindungan hukum kepada pemilik merek, yang menyatakan bahwa tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk meminta pembatalan dari merek yang didaftarkan tidak dengan itikad baik (mendaftarkan merek yang telah ada) atau larangan untuk memakai merek terdaftar tersebut jikalau dipakainya dengan itikad buruk. 

Berdasarkan persoalan-persoalan yang muncul dalam sengketa, timbul prinsip-prinsip hukum yang dapat diambil yang kemudian diselaraskan dengan konvensi-konvensi dibidang merek untuk akhirnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia. 

Untuk merek terkenal, Departemen Kehakiman RI mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03.HC.020.1 tahun 1991, tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain  atau milki badan lain. Peraturan ini dapat dianggap sebagai penetapan prinsip dari pasal 4 ayat 1 Konvensi Uni Paris mengenai Principle Right of Priority (hak prioritas).

Pengertian hak prioritas menurut hukum adalah  hak utama untuk dilakukan, untuk itu apabila orang asing mengajukan permintaan pendaftaran merek di Indonesia, untuk memperoleh “filling data” pemilik merek yang sama dengan cara memberikan perlindungan kepadanya berupa hak prioritas untuk didaftarkan. Tujuan utama pemberian hak prioritas kepada pemilik orang asing memperoleh pendaftaran, yaitu  melindungi merek orang asing di Indonesia dari pembajakan atau pemboncengan.

Perlindungan tersebut hanya bisa efektif dengan jalan memberi hak prioritas kepada pemilik merek orang asing tersebut. Dengan demikian, dalam hal terjadi persaingan untuk memperoleh pendaftaran antara pemilik merek orang asing dan pemilik merek domestik mengenai merek dari jenis barang dan kelas yang sama harus diberi rangka utama kepada orang asing.

Undang-Undang Merek secara tegas mengatur pendaftaran merek dengan hak prioritas (pasal 11 s.d pasal 12). Dengan demikian acuan penerapan pendaftaran merek dengan hak prioritas adalah antara lain:

a) Perlakuan pemberian perlindungan hukum yang sama.

b) Hukum merek suatu negara harus memberi perlindungan yang sama terhadap pemilik merek orang asing, sebagaimana perlakuan perlindungan yang diberikan kepada pemilik merek warga negara sendiri.

c) Berdasarkan asas Resiprositas.

Menegakkan asas pemberian perlakuan yang sama atas hak prioritas, artinya kesediaan, kerelaan memberi perlindungan yang sama terhadap pelayanan permintaan pendaftaran dengan hak prioritas terhadap pemilik merek orang asing harus berdasarkan asas timbal balik. Asas Resiprositas dengan sendirinya bercorak multilateral terhadap semua negara anggota peserta Konevensi Paris, artinya jika pemohon bukan dari negara anggota peserta Konvensi Paris, kantor mereka harus menolak pendaftaran dengan alasan tidak ditegakkan asas Resiprositas.

B A B   III

PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA

3.1. Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal Dalam TRIPs

Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut diadopsi oleh TRIPs ke dalam Pasal 16 ayat 2 dan 3 yang lengkapnya dikutip sebagai berikut: “2. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services, in determining whether a trademark is well-known, members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark. Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.
Perlindungan merek terkenal ini dalam perkembangannya mempunyai ciri universal yang didasarkan pada pemikiran sebagai berikut: suatu merek yang dipromosikan secara luas oleh pemiliknya sehingga menjadi terkenal luas di bidang usaha dan lingkungan konsumen yang berkepentingan sebagai merek dari barang atau jasa yang bermutu baik dan banyak digemari oleh konsumen di berbagai negara seyogyanya tidak dapat didaftarkan oleh orang atau badan hukum lain di Negara lain di mana merek tersebut belum terdaftar baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Ada unsur itikad tidak baik yang perlu dipertimbangkan pula dalam hubungan ini karena si pendaftar yang bukan pemilik sebenarnya itu dianggap membonceng pada ketenaran merek terkenal, memanfaatkan promosi merek terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma. Kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang asli mungkin bukan merupakan kerugian materi yang langsung, misalnya penurunan omzet penjualan, akan tetapi berupa penggerogotan citra atau image yang khas dari merek terkenal tersebut. Akibat dari kerusakan citra atau image dari suatu merek terkenal ini justru dirasakan sangat merugikan bagi pemiliknya karena nilai dari suatu merek itu ditentukan oleh citra atau image dari merek tersebut bagi para konsumennya.
Sejalan dengan pemikiran ini maka penekanan pada ketentuan TRIPs tersebut di atas adalah pada keterkenalan suatu merek yang didasarkan pada promosinya. Demikian pula dalam hal merek terkenal tersebut digunakan oleh pihak lain untuk barang yang tidak sejenis maka yang menjadi ukuran adalah apakah konsumen akan mengasosiasikan barang-barang tersebut dengan pemilik merek terkenal dan apakah pengasosiasian ini dapat merugikan pemilik merek terkenal tersebut. 

3.2. Pengaturan Dalam Undang-undang Merek

Ada dua ayat dari Pasal 6 UU Merek 2001 yang merupakan penyempurnaan dari ketentuan yang mengatur hal yang sama dalam UU Merek 1997 mengenai perlindungan merek terkenal dan yang sekaligus merupakan penyelarasan dengan ketentuan TRIPs. Diatur secara terpisah antara perlindungan merek terkenal yang mengenai barang dan atau jasa yang sejenis dan yang mengenai barang dan atau jasa yang tidak sejenis. Pasal 6 ayat (1): “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut: b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
Pasal 6 ayat (2): “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
Apabila diperhatikan kedua ayat tersebut dan diperbandingkan dengan ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris serta ketentuan TRIPs terlihat bahwa Pasal 16 ayat (3) TRIPs memperluas perlindungan merek terkenal menjadi meliputi pula barang dan atau jasa yang tidak sejenis. Ketentuan itu diselaraskan menjadi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang.

Rumusan dari ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPs sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam rumusan Penjelasan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992

Tentang Merek, khususnya dalam penjelasan atas Pasal 6 ayat (2) huruf a yang berbunyi sebagai berikut: “Penentuan suatu merek atau nama terkenal, di lakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.”
Rumusan ini kemudian dilengkapi dalam Penjelasan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, khususnya dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, Angka 1, sebagai berikut: “Adapun mengenai kriteria merek terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara.”
Ada bagian dari ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) TRIPs yang penting berkenaan dengan perlindungan merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis, yaitu bahwa jika terdapat kesan keterkaitan yang erat antara barang yang menggunakan merek tersebut dengan produsennya dan jika pemakaian atau pendaftarannya oleh orang lain untuk barang yang tidak sejenis sekalipun akan dapat merugikan kepentingan si pemilik merek terdaftar itu. Di sini faktor “confusion of business connection” merupakan salah satu pertimbangan untuk menentukan apakah merek yang sama dengan merek terkenal akan tetapi didaftarkan untuk barang yang tidak sejenis itu bias ditolak atau dibatalkan.
Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) yang menentukan bahwa untuk diberikan perlindungan yang meliputi barang yang tidak sejenis suatu merek terkenal harus memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, merupakan sikap yang berhati-hati dari pembentuk undang-undang. Namun demikian hingga saat ini Peraturan Pemerintah tentang persyaratan merek terkenal termaksud belum juga dikeluarkan, sehingga pelaksanaan ketentuan pasal 6 ayat (2) serta ketentuan lain yang terkait seperti Pasal 68 tentang gugatan pembatalan pendaftaran merek dan Pasal 37 ayat (2) tentang penolakan permintaan perpanjangan pendaftaran merek apabila merek yang telah terdaftar tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain, masih menimbulkan tanda tanya. 

3.3. Penerapan Perlindungan Merek Terkenal oleh Direktorat Jenderal HKI dan Pengadilan
3.3.1. Perlindungan Hukum Secara Administratif

Perlindungan hokum secara administrasi ini dilakukan di Kantor Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual pada saat permohonan pendaftaran merek terkenal. Perlindungan hokum ini dikategorikan sebagai perlindungan hokum preventif, artinya perlindungan hokum yang digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek terkenal di kemudian hari. Permohonan pendaftaran merek dalam Daftar Umum ditolak, apabila merek yang didaftarkan adalah merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain serta merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan, baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain. Ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku bagi barang yang sejenis dan yang tidak sejenis. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dapat diberikan, dalam hal pemohon merek mempunyai bukti pemilikan merek orang lain atau badan lain dari pemilik merek asli berdasarkan persetujuan lisensi atau persetujuan lain yang lazim berlaku secara internasional.

Penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal diberlakukan pula terhadap pembaharuan pendaftaran merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau badan lain dan pemindahan hak atas merek terkenal, kecuali atas persetujuan pemilik asli merek terkenal.Terhadap penolakan permohonan merek terkenal diatas, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan Penolakan Pendaftaran merek tersebut. 
3.3.2. Perlindungan Hukum Secara Perdata.

Dalam prakteknya diketahui bahwa Direktorat Jenderal HKI, hingga batas-batas tertentu, telah melaksanakan perlindungan merek terkenal baik yang mengenai barang sejenis maupun barang yang tidak sejenis. Demikian pula Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hingga Mahkamah Agung R.I., hingga batas-batas tertentu, telah memberikan perlindungan kepada merek terkenal luar negeri baik yang mengenai barang sejenis maupun yang tidak sejenis. Dikatakan: “hingga batas-batas tertentu” oleh karena masih ada pemilik merek terkenal luar negeri yang pada pokoknya untuk jenis barang yang tidak sejenis (not similar goods), akan tetapi penggunaan merek “MORGAN” oleh Tergugat I dapat memberi kesan seolah-olah barang-barang yang diproduksi oleh Tergugat I dengan menggunakan merek “MORGAN” mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat sehingga akan menyesatkan atau membingungkan masyarakat.
Dari pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menjalankan fungsinya untuk menemukan hukum guna mengisi kekosongan yang ada dalam hukum formal.

Pemakaian merek tanpa hak, dapat di gugat berdasarkan perbuatan. Melanggar hukum (ps. 1365 KUHPerdata, sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena pengguna melanggar hukum tergugat, menderita kerugian. 

Pemilik merek terdaftar gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa produksi hak berupa permintaan ganti rugi penghentian merek tersebut. Penegakan melalui aspek hukum perdata ditempuh dengan cara  rnengajukan gugatan kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran Merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 yang menentukan sebagai berikut pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/ atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Gugatan sebagaimana dimaksud diajukan kepada pengadilan niaga. 
Pelanggaran merek yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun badan hukum, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan perdata pada pengadilan niaga. Petitum yang diminta adalah kedua hal diatas ayat ( 2)huruf a dan b secara bersama ​sama atau salah satu saja. Gugatan yang yang diajukan oleh pemilik Merek didasarkan pada pasal 1365 BW.ada perbuatan melanggar hukum (on recht matigedad).untuk berhasilnya suatu gugatan berdasarkan pasal 1365 BW,dipenuhi syarat, sebagai berikut :

a) Adanya perbuatan hukum dari tergugat.

Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum jika telah ada aturan yang melanggar perbuatan tersebut. larangan dibidang Merek dapat dilihat dalam pasal 90 s/d 95 undang-undung Nomor 15 Tahun 2001, yang menentukan bahwa pelanggaran atas merek merupakan perbuatan pidana .
b) Adanya kesalahan pada tergugat yang mengakibakan timbulnya kerugian pada pemilik merek.

Kesalahan tersebut baik dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama. Kesalahan yang dilakukan oleh tergugat baik disengaja maupun tidak sengaja telah menimbulkan kerugian bagi pemilik berupa penurunan jumlah penjualan produk pemilik merek sebagai akibat perbuatan tergugat

c) Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tergugat dengan kerugian yang di derita oleh pemilik merek.

Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian dapat dilihat dari teori condition yang hanya melihat pada kerugian semata maupun dari teori Adequat yang melihat apakah kerugian merupakan akibat yang wajar dari perbuatan melanggar hukum tersebut. Hubungan kausal ini juga berpengaruh untuk rnenentukan beban kesalahan yang harus ditanggung oleh para tergugat,
d) Norma yang dilanggar adalah untuk melindungi kepenting pemilik merek.
Norma yang dimaksud dapat kita ketahui dari rumusan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin pada pihak lain yang menggunakannya. Norma di atas jelas menunjukan bahwa dengan telah adanya pemilik merek tertentu, maka untuk penggunaanya harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pemilik merek

Syarat-syarat sebagaimana disebutkan merupakan unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagai dasar mengajukkan gugatan atas pelanggaran merek secara perdata berdasarkan pasal 1365 BW. 

Jadi hakim dalam pemeriksaan gugatan tersebut dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang /jasa yang menggunnaka merek secara tanpa hak tersebut, atas permintaan pihak penggugat. 

Syarat-syarat sebagaimana yang telah sebutkan diatas merupakan unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagai dasar mengajukan gugatan atas pelanggaran merek secara perdata berdasarkan pasa11365 BW.

3.3.3. Perlindungan Hukum Secara Pidana

Penegakan hukum merek dapat juga dilakukan melalui hukum pidana. Dengan demikian penegakanya mmemerlukan bantuan dari aparat penegak hukum, yaitu penyidik untuk tindak pidana kejahatan Merek sebagai tindak pidana tertentu (Tipiter). 
Sanksi pidana terhadap suatu tindakan yang seseorang di bidang merek, selain diatur khusus dalam ketentuan sanksi peraturan perundang-undangan merek itu sendiri,juga terdapat dalam ketentuan pula kurs perdata salah satu ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, yaitu ketentuan pasal 393 KUHPidana yang berbunyi:

"Barang siapa memasukan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari indonnesia menjual,menawarkan /menyerahkan membagikan atau mempunyai persediaan untuk di jual atau di bagi-bagikan barang-barang yang diketahu atau sepatutnnnya harus diduga bahwa baik barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya di pakainya secara palsu nama, firma atau mereka yang rnenjadikan orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama firman yang khayal,ataupun bahwa pula barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditentukan nama, Firma atau yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah” pasal 393 ayat (2) KUHPidana.

"jika pula waktu melakukan kenyataan belum lewat lima tahun sejak adanya pemindahan yang menjadi tetap karena kenyataan semacam itu juga dapat diajukan pidana panjang paling lama sembilan bulan"

Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 menyebutkan sebagai berikut :

Selain penyidikan pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat 
Pegawai negeri Sipil tertentu Direktorat Jendral diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagai mana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8  Tahun1961 tentang Hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana diidang Merek.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka sebagai penyidikan di bidang Merek adalah penyikan pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Merek dan pejabat menyidikan polisi. Penyidik baru dapat melakukan penyidikan bila ada pengaduan dari pihak yang bersangkutan, karena tindak pidana merek sebagai tindak pidana tertentu merupakan delik aduan (pasal 95 UU.No.15 /2001).

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhanya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa : 

1. Gugatan ganti rugi dan /atau 

2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. 

Gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana di maksud dalam pasal 76 dapat diajukan oleh penerima jenis merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemiiik merek yang yang bersangkutan (pasal 77). Adapun yang di maksud dengan tindak pidana di bidang Merek ialah apabila seseorang /badan yang denga sengaja dan tanpa hak menggunakan :

1. 
Merek yang sama pada keseluruhanya atau yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar Milik pihak lain untuk barang dan /jasa sejenis yang di produksi dan /atau di perdagangkan ( pasal 90 yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhan nya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dlan /atau jasa sejenis yang di produksi dan /atau di perdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah).

Pasal 91 UU No.15 Tahun 2001 yang menyataan; barang siapa dengan sengaja menggunakan Merek yang sama pada pokok nya dengan Merek terdaftar pada pihak lain untuk barang dan sejenis yang di produksi dan /atau di perdagangkan di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun denda paling banyak Rp 800.000.000. (delapan ratus juta) 

2. Tanda yang sama pada keseluruhan atau yang sama pada pokok dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau sejenis dengan barang yang terdaftar .(pasal 92 ayat (1) dan (2) UU No. 15 Thn 2002 ).

3. 
Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukan bahwa barang yang terdaftar dan di lindungi berdasarkan indikadsi geografis. (pasal 92 ayat 3)​

4. 
Tanda yang di lindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa hingga dapat mempaerdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut .(pasal 93).

5. 
Memperdagangkan barang dan jasa yang di ketahui dan patut di ketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana di maksud pasal 90, 91, 92, 93 UU No. 15/2001. (Pasal 94 ayat 1)

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah keinginan yang lebih besar atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hak ini dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi,peredaran dan/ atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek ​tersebut secara tanpa hak.(pasal 76 ayat 1).

Dan dalam hal tersebut juya terdapat juga dalam  ayat (2) yang  menyatakan bahwa dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang  rnenggunakan merek secara tanpa hak, hak ini dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan Hukum tetap".

B A B   IV

P E N U T U P

Kesimpulan

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Badan Hukum Lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan merek terkenal dalam Keputusan ini adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Sehingga adapun kreteria/unsure-unsur yang memenuhi dari merek terkenal adalah:

a. Merek tersebut adalah merek dagang;

b. Dikenal secara umum oleh masyarakat;
c. Dipakai dalam barang perdagangan;
d. Oleh seseorang atau badan hokum;
e. Diwilayah Indonesia dan manca Negara.

Sedangkan perlindungan merek terkenal dilakukan dengan tiga cara yaitu secara pidana, secara perdata dan administrasi.

Saran

Definisi merek terkenal memang sangat sulit untuk dijabarkan secara formal. Terkadang suatu merek tersebut menurut seseorang dikategorikan terkenal akan tetapi belum tentu menurut orang lain dikategorikan terkenal. Sehingga hal ini akan menimbulkan kerancuan mengenai perlindungan dan penegakan hokum merek terkenal. Untuk itu diharapkan dibuat suatu ketentuan khusus mengenai merek terkenal beserta perlindungan dan penegakan di Indonesia.
